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Abstract: in Indonesian society post-New Order period, several 
religious conflicts broke out in several regions. As a result, there 
is a strong reservation about the success of Pancasila as national 
ideology in inspiring national unity and social integration.    It 
means that Pancasila is no longer viewed compatible with the 
demands of social integration and national resilience. Pancasila 
is not only to organize national and social interaction, but also 
the values of Pancasila should be the inspiration for norms 
upheld by community. Such values were translated into 
particular norms which serve particular interests which in turn 
make many people inappropriately attribute such 
misperception to Pancasila. therefore, one must understand that 
religion should be in the central point in the implementation of 
Pancasila. That Pancasila is national philosophy, vision and the 
sole basis for political parties and social organizations, therefore 
all aspect of political and legal activities should be based on and 
aimed at Pancasila. If this principle is understood and executed, 
Indonesian citizens will eventually protect the existence of 
Pancasila as national heritage from the founding fathers. 
 
Kata kunci: Nilai-nilai Pancasila, Norma Agama, Norma 
Hukum 

 
A. Pendahuluan 
 

Di dalam setiap negara terdapat suatu dasar 
fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber 
hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut 
staatsfundamentalnorm. Di negara Indonesia, sumber hukum 
positif tersebut intinya adalah Pancasila. Dengan demikian 
Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, 
sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan 
hukum positif di Indonesia.1 

 Sebagai nilai, staatsfundamentalnorm telah hidup dalam 
cakupan kesadaran manusia dengan keterkaitannya satu sama 

                                                        
*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya.  
1Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2003), h. 244. 
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lain. Nilai-nilai tersebut juga muncul dalam kehidupan 
konkrit dalam bentuk-bentuk yang telah menyatu dengan 
tindakan dan sikap pengabdian serta penyembahan. Seperti 
itulah Pancasila. Di samping Pancasila telah ada dalam 
kehidupan dan kemasyarakatan, juga telah menyatu dalam 
kenyataan sikap dan perilaku sehari-hari.2 

 Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa 
Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi 
oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang 
beradab. Nilai-nilai dasar dimaksud ialah nilai ketuhanan, 
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 
keadilan sosial, di mana rumusan tepatnya dimuat dalam 
alinea keempat pembukaan UUD 1945.  

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini 
merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun 
secara sistematis-hierarkhis. Artinya bahwa antara nilai dasar 
yang satu dengan nilai dasar lainnya saling berhubungan, 
tidak boleh dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan, maupun 
ditukar tempatnya.3 
 
B. Hakekat Pengertian Pancasila adalah Nilai 
 

 Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai 
filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan 
suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan 
menyeluruh.4 Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri 
sebenarnya hakekat maknanya yang terdalam menunjukkan 
adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena 
merupakan suatu nilai.5  

 Untuk mencari hakikat Pancasila adalah dengan 
mengamati rumusan lima sila dari Pancasila, yang 
sesungguhnya identik dengan pokok-pokok pikiran dalam 

                                                        
2Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan, Latar Belakang Ummat Islam 

Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal (Yogyakarta: Aquarius, 1985), h. 41. 
3Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. 
4Kaelan, Pendidikan Pancasila, h. 75. 
5Ibid, h. 76. 
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Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan suatu kesatuan, 
sila yang satu tidak bisa dilepas-lepaskan dari sila yang lain, 
keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu 
kesatuan organis, atau suatu kesatuan keseluruhan yang 
bulat.6  

 Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai merupakan 
salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya 
dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling 
bijaksana, dan paling baik. Dalam bidang pelaksanaannya 
(bidang operasional), nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk 
kaidah/norma, sehingga merupakan suatu perintah/ 
keharusan, anjuran atau merupakan larangan/tidak 
diinginkan/celaan.7 

 Hakikat esensi atau substansi dari Pancasila 
merupakan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, yang 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai 
tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan 
keadilan. Prinsip-prinsip sebagai nilai-nilai dasar Pancasila 
tersebut mengatur tata hubungan manusia Indonesia dalam 
berhubungan dengan Tuhan, dirinya pribadi, dan 
lingkungannya.  

Segera tampak bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak 
akan mungkin memberikan penyelesaian secara memuaskan 
bagi setiap peristiwa dalam lapangan kehidupan manusia 
Indonesia. Nilai-nilai dasar itu perlu dibantu untuk dijabarkan 
ke dalam norma-norma yang mengandung nilai-nilai yang 
lebih konkret.  

Dalam rangka hubungan vertikal manusia dengan 
Tuhan misalnya, nilai-nilai dasar Pancasila itu perlu dibantu 
melalui saluran norma-norma agama atau kepercayaan 
masing-masing. Tanpa bantuan penjabaran seperti itu, 
mustahil nilai dasar Pancasila tentang ketuhanan dapat diberi 
makna secara jelas dan konkret.  

                                                        
6Darji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 

h. 37. 
7Ibid, h. 52. 
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Demikian pula dalam rangka hubungan horizontal 
manusia Indonesia dengan manusia lain dan unsur alam 
semesta yang lain. Di sini antara lain berperan norma 
kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum.8 

 Dari uraian di atas, kita dapat melihat betapa penting 
kedudukan dan peranan norma-norma penunjang ini dalam 
proses penjabaran nilai-nilai Pancasila. Walaupun terdapat 
satu norma yang tingkat konkretisasinya lebih tinggi daripada 
norma yang lain, tetapi tetap saja norma yang satu tidak dapat 
menghilangkan norma lainnya. Norma hukum dapat 
dikatakan sebagai wujud norma yang paling konkret karena 
penerapannya dapat dipaksakan melalui kekuasaan publik. 
Kendati demikian, keberadaan norma hukum tidak boleh 
mengenyampingkan norma agama, kesusilaan dan sopan 
santun. Bahkan norma-norma itu wajib menjadi sumber bagi 
pembentukan norma hukum.  

Itulah sebabnya kita tidak dapat menerima apabila ada 
pernyataan yang berani mentolerir pelanggaran suatu norma 
agama, kesusilaan, atau sopan santun semata-mata karena 
belum ada undang-undang yang mengaturnya. Cara berpikir 
seperti itu sebenarnya sudah sejak lama ditinggalkan, 
termasuk di negara-negara yang paling sekuler sekalipun. 
Dalam lapangan hukum keperdataan, misalnya dewasa ini 
telah diterima luas di berbagai negara, tentang penafsiran 
perbuatan melanggar hukum itu lebih daripada sekadar 
melanggar undang-undang. Artinya mereka yang tidak 
mengindahkan norma kesusilaan pun dapat saja dikenakan 
sanksi hukum. 
 
C. Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 
 

 Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila 
dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Selanjutnya Pancasila, sebagaimana 
yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, dituangkan 
dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti 
                                                        

8Darji Darmodiharjo, Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem 
Hukum, Makalah (Ttp.:  tp., tt.), h. 2. 
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yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk 
pasal-pasalnya, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam 
berbagai ketetapan MPR serta peraturan perundang-
undangan lainnya.  

Dalam kaitannya dengan fungsi Pancasila seperti 
tersebut di atas, pelaksanaan Pancasila mempunyai sifat 
mengikat dan keharusan, atau bersifat imperatife. Artinya, 
sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh 
dikesampingkan maupun dilanggar, dan pelanggaran atasnya 
dapat berakibat hukum dikenakannya suatu sanksi. Misalnya 
bagi orang yang melakukan tindak pidana pencurian, 
pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan terhadap kepala 
negara, maupun terhadap ideologi negara Pancasila, dapat 
dikenakan hukuman fisik/penjara sesuai dengan berat 
ringannya kejahatan yang ia lakukan.9 

 Dalam proses penjabarannya ke dalam lapangan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-
nilai dasar Pancasila itu bersifat sangat terbuka. Ia dapat 
diejawantahkan dalam norma-norma yang mengandung nilai-
nilai yang konkret. Nilai-nilai yang lebih konkret ini sifatnya 
lebih fleksibel daripada nilai-nilai dasar Pancasila, karena 
memang interaksinya lebih intens dengan praktik kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Nilai-nilai dasar Pancasila yang rumusan singkatnya 
dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 
1945 itu tentu saja tidak dapat ditarik penjabarannya begitu 
saja. Apalagi jika penjabaran itu nantinya bakal dituangkan 
dalam wujud norma hukum. Untuk itu diperlukan suatu 
pedoman yang wajib diikuti oleh setiap pembentuk hukum di 
negara Republik Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai 
Pancasila dapat dilaksanakan di dalam Undang-Undang 
Dasar, perundang-undangan, yaitu dalam segala sesuatu 
mengenai penyelenggaraan negara.10 

                                                        
9Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945, h. 8. 
10Hartati Soemasdi, Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila (Yogyakarta: 

Andi Offset, 1992), h. 72. 
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 Pedoman yang dimaksud tertuang dalam penjelasan 
UUD 1945, yang berbunyi “Undang-undang dasar 
menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
Pembukaan dalam pasal-pasalnya”. Pedoman ini selalu 
mengingatkan untuk selalu mengaitkan nilai-nilai Pancasila 
yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan 
UUD 1945 dengan pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 
berikut penjelasannya sebagai satu kesatuan yang utuh. 
Sebagai contoh, jika ingin menjabarkan nilai ketuhanan 
sebagaimana tercantum dalam sila ke-1 Pancasila atau pokok 
pikiran ke-4 Pembukaan UUD 1945, pertama-tama kita perlu 
melihat ketentuan pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945 dan 
penjelasannya. 
  
D. Pancasila sebagai Cita Hukum dan 

Staatsfundamentalnorm 
 

 Dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 telah 
ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala 
sumber hukum di dalam negara Republik Indonesia. Definisi 
sumber dari segala sumber hukum yang diberikan dalam Tap 
MPRS itu sangat luas, yakni pandangan hidup, kesadaran, cita 
hukum serta cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta 
watak bangsa Indonesia, ialah cita mengenai kemerdekaan 
individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan 
sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita politik 
mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita moral 
mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai 
pengejawantahan budi nurani manusia. 

 Rumusan yang panjang lebar di atas memberikan 
suatu pengertian bahwa sumber dari segala sumber hukum 
itu berasal dari pandangan hidup negara (ideologi negara) 
yang termuat di dalamnya cita negara. Sebagaimana 
diketahui, pandangan hidup negara tersebut berakar pada 
pandangan hidup bangsa (idoelogi nasional), dan pandangan 
hidup bangsa berakar pada pandangan hidup masyarakat 
Indonesia. 
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 Ideologi negara memuat cita negara. Salah satu aspek 
penting dalam cita negara Indonesia itu adalah aspek 
hukumnya, sebab negara ini telah menyatakan dirinya sebagai 
negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan 
belaka. Aspek hukum dalam cita negara itu disebut dengan 
cita hukum. Di samping cita hukum itu tentu ada cita lainnya 
seperti cita politik, cita ekonomi, cita sosial budaya dan lain-
lain. 

 Jika mengacu kepada kesepakatan nasional kita sejak 
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, cita negara dan cita 
hukum Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Cita negara dan 
cita hukum ini merupakan bintang pemandu bagi perjalanan 
bangsa dan negara ini. Pancasila dalam kedudukan sebagai 
cita hukum tersebut belum mewujudkan diri dalam bentuk 
norma. Dia baru berupa nilai-nilai yang sangat abstrak, yang 
letaknya ada dalam jiwa bangsa setiap manusia Indonesia. 

 Apabila di muka telah disinggung mengenai Pancasila 
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, maka 
secara otomatis telah juga dibicarakan mengenai Pancasila 
dalam tataran norma. Norma adalah aturan atau ketentuan 
yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai 
sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang 
sesuai.11 

Pancasila sebagai asas kerokhanian dan dasar filsafat 
negara merupakan unsur penentu daripada ada dan 
berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara 
yang fundamental itu, maka Pancasila itu adalah inti daripada 
pembukaan.12  Jadi jelas bagi kita bahwa Pancasila sebenarnya 
mempunyai dua kedudukan dalam sistem hukum kita, yaitu 
Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum yang masih 
berada dalam tataran nilai dan Pancasila sebagaimana 
rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 

                                                        
11Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 617. 
12Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), h. 92. 
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 Dengan demikian maka Pembukaan UUD 1945 
mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum 
Indonesia. Pertama, menjadi dasarnya, karena Pembukaanlah 
yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib 
hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya 
sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan 
kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, 
baik Undang-Undang Dasar yang tertulis maupun Undang-
Undang Dasar yang tidak tertulis dan peraturan-peraturan 
hukum lainnya yang lebih rendah.13 

 Jika kita berbicara tentang Pancasila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum, maka kita berbicara tentang 
Pancasila dalam kedudukan yang pertama (sebagai cita 
hukum). Sumber dari segala sumber hukum berarti sama 
dengan sumber sistem hukum atau sumber tertib hukum. 
Dengan perkataan lain, cita hukum Pancasila itu adalah 
sumber dari sistem hukum Indonesia. 

 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyebutkan 
empat momentum yang dianggap sebagai perwujudan 
sumber tertib hukum Indonesia, yaitu: (1) Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (2) Dekrit presiden 5 Juli 1959, 
(3) Undang-Undang Dasar Proklamasi, (4) Surat Perintah 11 
Maret 1966.  

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah perwujudan 
itu terbatas hanya pada empat momentum saja? Tentu saja, 
perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendirilah yang dapat 
menjawabnya. Setiap kali terjadi penyimpangan dalam sistem 
hukum kita sehingga bertentangan dengan cita hukum 
Pancasila, maka momentum yang meluruskan kembali 
penyimpangan tersebut dapat dianggap sebagai perwujudan 
sumber tertib hukum Indonesia pula. Lebih tegas lagi dapat 
dikatakan apabila terdapat anggapan selama ini sistem 
hukum Indonesia tidak lagi berjalan sesuai dengan cita 
hukumnya sehingga perlu dilakukan reformasi hukum, maka 

                                                        
13Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: PT.Bina Aksara, 

1984), h. 74. 
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momentum reformasi itu dapat ditambahkan sebagai salah 
satu perwujudan sumber tertib hukum. 

 Dapat disimpulkan bahwa proses penjabaran nilai-
nilai dasar pancasila itu menjadi norma-norma hukum yang 
lebih konkret sebenarnya harus melewati jenjang atau hirarkhi 
yang jelas. Tiap-tiap tahap penjabaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan konsistensinya dengan nilai-nilai di 
atasnya. Apabila didapati ada penyimpangan, norma hukum 
yang lebih konkret itu wajib diperbaiki melalui mekanisme 
yang terbuka. Sayangnya, mekanisme inilah yang sampai saat 
ini belum terbentuk dengan baik di negara kita. Masih banyak 
Undang-undang yang bertentangan dengan ketetapan MPR, 
demikian pula inkonsistensi antara Undang-undang dengan 
peraturan pemerintah, antara peraturan pemerintah dengan 
keputusan Presiden, dan seterusnya. Jika hal seperti ini tidak 
dibenahi segera, tidak mengherankan apabila sistem hukum 
nasional kita akan menjadi bertambah semrawut. 
 
E. Kedudukan Norma Agama Dalam Suatu Tata 

Masyarakat Pancasila 
 

 Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, 
Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Keyakinan 
adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau 
kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya 
melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang 
berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau 
dibuktikan melalui kaedah-kaedah logika. Atas keyakinan 
yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan 
kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama 
sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.  

Sila pertama itu tidak menyebabkan negara menganut 
paham Ketuhanan menurut paham tertentu, bahkan menolak 
corak teokratis manapun. Akan tetapi pada pihak lain, sila ini 
tidak mengizinkan sikap masa bodoh terhadap agama dan 
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kehidupan keagamaan warganya.14 Norma Agama adalah 
konsep yang menata tindakan manusia dalam pergaulan 
dengan sesamanya yang bersumber pada ajaran agamanya.15 

 Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada 
pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak 
boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang 
Maha Esa, dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan 
agama. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia 
tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan 
Yang Maha Esa (ateisme), dan yang seharusnya ada ialah 
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap 
kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan 
keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.16   

Ketuhanan Yang Maha Esa mutlak harus diterima. 
Karena Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan basis, urat 
tunggang, atau hakekat dari Pancasila itu sendiri. Dengan 
demikian tertutup sama sekali kemungkinan bagi kaum 
komunis yang tidak bertuhan untuk dapat menerima 
Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena antara 
Pancasila dengan paham komunis yang anti Tuhan terdapat 
suatu perbedaan yang prinsipil. Antara keduanya terdapat 
suatu kontradiksi yang tak terpecahkan dan merupakan suatu 
pertentangan yang abadi. Dalam hal ini tak akan ada suatu 
kompromis dalam bentuk apapun.17 

 Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara harus 
ditafsirkan sebagai berikut: Negara harus diatur oleh hukum 
dasar dan perundangan-undangan negara dengan selalu 
mengingat dan dijiwai oleh firman-firman Tuhan, serta 
menyadari tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Jadi pembangunan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat 

                                                        
14Alex Lanur, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), h. 21. 
15Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 617. 
16Darji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila, h. 39. 
17Rozali Abdullah, Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup 

Bangsa (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 22. 
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adalah pelaksanaan kehendak Tuhan, maka harus 
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.18 

 Menurut pernyataan Notonagoro bahwa pengakuan 
dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa, di mana 
diamalkan oleh Bangsa Indonesia bagi hampir seluruh bangsa 
Indonesia sebagai pengikut agama, perlu mendapat perhatian. 
Dengan sendirinya Notonagoro selanjutnya mengatakan 
bahwa sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial, telah menjadi dasar 
hidup pula dari bangsa Indonesia dan telah dilaksanakan. 
Sebab dalam agama-agama yang dianut oleh bangsa 
Indonesia, keempat sila tersebut telah terdapat dan diatur 
dengan seksama. Jelaslah bahwa agama menempati atau 
seharusnya ditempatkan pada suatu posisi sentral dalam 
pelaksanaan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar 
filsafat dan dasar negara, ideologi, pandangan hidup dan asas 
tunggal bagi kekuatan sosial politik.19 

Apabila masyarakat yang akan diwujudkan oleh 
bangsa secara bersama ialah masyarakat adil makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang singkatnya dapat 
disebut dengan Masyarakat Pancasila, maka dalam kondisi 
demikian sudah barang tentu agama harus secara fungsional 
terletak dalam mekanisme dan dinamika bangsa dan negara 
serta masyarakat itu sendiri dalam praktek hidupnya. 
Masyarakat yang demikian disebut "masyarakat taqwa". 
Masyarakat taqwa adalah masyarakat yang terdiri dari 
anggota-anggota yang senantiasa memperhambakan dirinya 
dan menyembah kepada Tuhan Allah dalam kepatuhan dan 
ketundukan kepada ajaran Allah di dalam usahanya 
mengelola hidup dan kehidupan secara dinamis dalam wadah 
negara Republik Indonesia. Dan inilah manusia Indonesia 
seutuhnya sesuai dengan hakekat Pembangunan Nasional.20  

                                                        
18Noor Ms Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan (Yogyakarta: Liberty, 

1991), h.  46. 
19Shaleh Harun, Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila, h. 35. 
20Ibid, h. 36. 
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Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
menjadi kewajiban bagi tiap-tiap manusia sebagai makhluk 
Tuhan. Harus saling hormat menghormati antara pemeluk 
agama yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan 
kesan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan dapat hidup 
rukun.21 Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, 
Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya saling hormat 
menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar 
yang memimpin kejalan kebenaran, dengan itu memperoleh 
fundamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan 
pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh 
menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai 
kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian 
dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa.22 

 Dalam rangka memahami bagaimana nilai moralitas 
dan upaya penegakan hukum di Indonesia, sejauh manakah 
setelah ditetapkan Pancasila sebagai sumber hukum serta 
keadilan ditegakkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa? Tentang ini hanya melalui itikad baik dan 
kejujuran dapat dijawab, selain itu juga keimanan dan 
ketaqwaan terus dibina dan ditingkatkan. KepadaNya 
dipertanggungjawabkan setiap perbuatan.23 

 Pancasila di satu sisi dan agama di sisi yang lain 
merupakan hal yang patut dan seharusnya diletakkan dalam 
cakupan dan posisi yang berbeda akan tetapi dalam suatu 
kesatuan penghayatan hidup dan kesadaran manusia. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan 
yang diperoleh secara jujur diakui bukanlah semata hasil 
usaha manusiawi belaka. Akan tetapi di situ Tuhan ikut 
berperan dalam bentuk rahmat dan berkah. Dengan demikian, 
dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978 telah dinyatakan pula 
sebagai kelanjutan isi Pembukaan tersebut bahwa seluruh 
dinamika kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Pancasila 

                                                        
21Hartati Soemasdi, Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila, h. 73. 
22Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila (Jakarta: Mutiara, 1977), h. 48. 
23Bismar Siregar, Hukum dalam Sorotan Perspektif Islam (Jakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Al Azhar, 2003), h. 14. 
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harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.  

Dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 diperoleh 
pengertian bahwa negara menjunjung tinggi moral yang luhur 
dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Budi 
pekerti atau moral tersebut dalam agama yang secara normatif 
mengikat pemeluk-pemeluknya.24 Relasionalitas nilai atau 
persambungan nilai antara Pancasila dan Agama, berkaitan 
dalam pelaksanaan dan pengamalan di dalam kehidupan 
praktis sehari-hari dan kenegaraan. Maka pejabat negara 
ditentukan harus orang yang bertaqwa dan disumpah 
menurut agamanya masing-masing sebelum memangku 
jabatan tersebut. Pada persambungan nilai Pancasila sebagai 
filsafat dan Agama sebagai petunjuk hidup manusia, 
bertemulah di dalamnya kegiatan dan gerak dinamika 
pembangunan manusia seutuhnya yang juga merupakan 
upaya perwujudan cita-cita dan tujuan hidup manusia.25   

Dalam kaitan dengan hal di atas seorang tokoh Islam 
yang pernah menjadi Perdana Menteri RI, Moh. Natsir, jauh-
jauh hari telah mengatakan bahwa perumusan Pancasila 
adalah hasil musyawarah antara pemimpin-pemimpin pada 
saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak di tahun 1945. 
Dia percaya bahwa di dalam keadaan yang demikian para 
pemimpin yang berkumpul tersebut, di mana sebagian besar 
beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu 
perumusan yang menurut pandangan mereka nyata 
bertentangan dengan asas dan ajaran Islam.  

Selanjutnya Moh. Natsir mengatakan, “Bagaimana 
mungkin al-Qur’an yang memancarkan tauhid akan terdapat 
apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Bagaimana mungkin al-Qur’an yang ajaran-ajarannya penuh 
dengan kewajiban menegakkan 'ada >lah-ijtima>’iyyah bisa 
bertentangan dengan keadilan sosial. Bagaimana mungkin al-
Qur’an yang justru memberantas sistem feodal dan 
pemerintahan istibda>d (sewenang-wenang), serta meletakkan 

                                                        
24Shaleh Harun, Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila, h. 37.  
25Ibid, h. 38. 
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dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat 
apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan 
rakyat. Dan bagaimana mungkin al-Qur’an yang menegakkan 
is }la>h} bain al-na>s sebagai dasar yang pokok yang harus 
ditegakkan oleh umat Islam dapat apriori bertentangan 
dengan apa yang disebut peri kemanusiaan. Akhirnya, juga 
bagaimana mungkin al-Qur’an yang mengakui adanya 
bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi 
kebangsaan apriori dapat dikatakan bertentangan dengan 
kebangsaan.“26 

 Dari berbagai pandangan tersebut di atas maka jelas 
bahwa Pancasila dimaksudkan sebagai cara dan wadah dalam 
menjalankan dan mengamalkan norma agama, termasuk 
dalam hal ini ajaran Islam, dalam hidup bermasyarakat dan 
bernegara. Juga, antara keduanya tidak ada pertentangan 
nilai. 
 
F. Penutup 
 

Permasalahan pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila 
ke dalam sistem norma agama dan norma hukum di Indonesia 
memang bukan pekerjaan mudah. Dalam proses ini 
diperlukan penguasaan dan pendekatan interdisipliner, 
seperti filsafat, agama, sosiologi, dan ilmu hukum itu sendiri. 
Dan di balik itu semua, seperti telah dipesankan dalam 
penjelasan UUD 1945 yang lebih penting adalah semangat 
penyelenggara itu sendiri. 

Penyelenggara Negara sebagai figur/tokoh sentral 
dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila haruslah orang-
orang yang memiliki semangat untuk memberikan hasil 
terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka 
haruslah orang-orang pilihan, baik dilihat dari sudut 
ketaqwaan, moralitas, idealisme maupun kompetensi 
intelektualitas. Figur-figur yang memegang peran vital dalam 
pembentukan hukum haruslah orang yang bertaqwa dan 
disumpah menurut agama masing-masing sebelum 

                                                        
26Ibid, h. 147. 
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memangku jabatannya. Mereka inilah yang seharusnya duduk 
di lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat dan 
lembaga peradilan kita.   
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